
 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

                                                NOMOR 68 TAHUN 2017 

     
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG  

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah, bahwa Kelurahan merupakan Perangkat 
Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan 
sebagian tugas camat, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas 
Bondo Desa, perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang   Bersih Dan Bekas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 

 



 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4588); 

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun  2014 tentang 
Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5887); 

9. Peraturan  Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Repubilk Indonesia Nomor 141); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDO DESA. 

 

 



 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo  Tahun 2017 Nomor 49) diubah 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
     Pasal 1 

 
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweangan 
daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

6. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

7. Pengelola Barang milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 
milik daerah.  

8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk 
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 

11. Tanah bekas bondo desa adalah kekayaan daerah yang berasal 
dari kekayaan desa yang status desa setempat berubah 
menjadi kelurahan. 

12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang 
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 

13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang imbalan 
uang tunai. 



 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi  sebagai 
berikut : 

       Pasal 2 

(1) Tanah bekas bondo desa merupakan salah satu jenis 
kekayaan daerah yang pemanfaatannya dikelola oleh 
kelurahan untuk kepentingan masyarakat. 

(2) Tanah bekas bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan lelang tanah bekas bondo desa dilaksanakan 
Panitia Lelang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. 

(2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang 
terdiri dari unsur Kecamatan, Kelurahan, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat. 

(3) Susunan panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai berikut:  

a. penanggung jawab;  

b. ketua; 

c. sekretaris; 

d. bendahara; dan  

e. anggota. 

(4) Tugas panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sebagai berikut: 

a. membuat tata tertib lelang tanah bekas bondo desa;  

b. menentukan rekapitulasi tanah bekas bondo desa; 

c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat 
paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan 
lelang;  

d. menentukan batas terendah harga tanah yang akan 
dilelang mempertimbangkan target pendapatan yang 
sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan harga pasar sewa tanah garapan setempat 
tahun berkenaan;  

e. melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan; 

f. membuat berita acara lelang; 

g. membuat perjanjian sewa; dan  

h. melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik 
Daerah, tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah 
selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.  

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 4 Agustus 2017 

BUPATI SUKOHARJO, 

         ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  4 Agustus 2017 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 

           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2017 NOMOR 69 
 


